Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mkm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bunga
Tanjung, 01 Januari 1976, umur 47 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang
Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi
Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Bunga
Tanjung, 01 Januari 1970, umur 53 tahun,
agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Bunga
Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mkm,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
menikah pada tanggal 05 Juni 1989 di Desa Bunga Tanjung sebagaimana
ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
112/11/VIII/PW/01/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 30 Januari 2024;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan
dan jejaka

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya sampai
berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak,
yang masing-masing bernama:

a. Anak , laki-laki, tempat, tanggal lahir, Bunga Tanjung, 11 November 1991,
umur 32 tahun, pendidikan SD/Sederajat;

b. anak, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Bunga Tanjung, 10 November 1993,
umur 30 tahun, pendidikan SMP/Sederajat;

c. anak, perempuan, tempat, tanggal lahir, Bunga Tanjung, 05 Februari 1997,
umur 26 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;

d. anak, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat, tanggal lahir, Bunga
Tanjung, 07 Oktober 2003, umur 20 tahun, pendidikan SMA/Sederajat;
Anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah dan tinggal bersama
pasangannya, sementara itu anak keempat ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukundan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
disebabkan:

a. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan dan keuangan dipegang
oleh Tergugat;
b. Bahwa, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan kepada

anaknya;
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c. Bahwa, Tergugat tidak pernah sholat sebagaimana seorang muslim dan
sebagai imam yang baik untuk keluarga;

d. Bahwa, Tergugat enggan untuk bersosialisasi dengan keluarganya dan
warga sekitar;

6. Bahwa, Pertengkaran dan Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus dan
puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada bulan
Juli 2023, berawal dari Penggugat yang mencoba untuk menasehati
Tergugat untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik, tetapi Tergugat
marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga menjatuhkan talak
kepada Penggugat. Kemudian karena Tergugat tidak mau meninggalkan
rumah orang tua Penggugat, Penggugat pergi kerumah ponakannya di Desa
Batu Ejung, Kecamatan Teramang Jaya;

7. Bahwa, sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat
bertempat tinggal di rumah anak Penggugat di Desa Bunga Tanjung,
Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga
Tanjung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Provinsi
Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya Pertengkaran dan Perselisihan tersebut mengakibatkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagian lahir dan
bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak
berhasil;

10.Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk

tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati

untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan untuk:
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Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir
meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ermanita Alfiah,
S.H., M.H.) tanggal 05 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawabannya, baik secara lisan atau tulisan, karena tidak pernah hadir lagi di
pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A. Surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ipuh, Kabupaten
Mukomuko Nomor 112/11/VIII/PW/01/1989 Tanggal 30 Januari 2024. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi

tanggal dan paraf Hakim;
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B. Saksi

Saksi 1 Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Penarik, Kecamatan Penarik,
Kabupaten Mukomuko., di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah adik
ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami
isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia 4 orang anak, sekarang anak-anak tersebut ada yang sudah
menikah serta ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir
di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung sampai dengan pisah
tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, sudah tidak
harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan
Tergugat bertengkar hanya tahu cerita dari Penggugat yang penyebabnya
karena Tergugat tidak pernah sholat 5 waktu, Tergugat tidak jujur masalah
keuangan dan Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak sekitar
bulan Juli 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehatnya kepada Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi 2 Saksi Il, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan
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Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Durma Taksiahi dan
Tergugat namanya Yakin;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat sejak 25 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami
isteri, tetapi saksi lupa kapan pernikahan itu terjadi;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikarunia 4 orang anak dan sekarang anak-anak itu, ada yang sudah
menikah dan ada ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir
di rumah bersama di orang tua Penggugat di Bunga Tanjung Kecamatan
Teramang Jaya sampai dengan pisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2023, sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar,
tetapi hanya pernah mendengar secara langsung penggugat dengan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
tidak mau sholat, Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan
Tergugat pernah sekali memukul Penggugat;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang
7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehatnya kepada Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya serta tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat
menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
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ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak Mei 2023, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara yang berakibat telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan
Tergugat sejak Juli 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban maupun bantahannya karena setelah mediasi tidak
pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang
memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),
melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan
Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat
wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana
diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti surat tersebut secara formil
telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan akta otentik (Vide
Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
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Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Suni binti Sadat dan Dasmarni binti Darusalam, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat
menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis
Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti
saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan
dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi pertama menerangkan, bahwa saksi
tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar,
hanya tahu dari cerita Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa
saksi hanya pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, yang mana penyebab ketidakrukunannya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat tidak mau sholat 5
waktu, Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pernah
memukul Penggugat serta Tergugat tidak mau bersosialisasi dengan
masyarakat sekitar. Para saksi juga mengetahui sejak lebih kurang 7 bulan
yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak
bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan, maka Majelis
Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di

persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 5 Juni 2016, dan sudah dikaruniai 4 anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih
karena Tergugat tidak mau sholat 5 waktu, Tergugat jarang memberi nafkah
untuk Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat serta Tergugat
tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 7
bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan,
oleh pihak keluarga, damun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat agar Majelis
Hakim mengabulkan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana
yang ada pada petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, disebabkan karena
rumah tangganya tidak harmonis lagi dikarenakan sejak bulan Mei 2023 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk
rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam
persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup
bersama sebagai suami isteri, akan tetapi mitsaqon ghalida “perjanjian suci”
yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu
pihak.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah
nyata kehilangan kepercayaan antara satu dengan lainnya, dimana antara
Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi saling memperdulikan dan
merasa tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam hidup berumah tangga

ditambah lagi sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang
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antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi
yang baik;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan antara Penggugat
dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai
suami istri, yang hal itu nyatanya terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga
mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, dimana pada titik sekarang Penggugat dan Tergugat kehilangan
rasa cintanya, serta Penggugat dipersidangan begitu kuat niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan
kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut
tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan
menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah
terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi
untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang
diyakini Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan kasih sayang yang
merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi
antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tidak
kuat lagi bertahan dengan kondisi yang sulit tersebut sehingga memutuskan
untuk bercerai. Oleh karenanya hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (broken marriage) dan
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan
sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahunl1974
sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak
lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah
surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

O3 R o S Y SIS A &) Al 53 8358 A5 Jan s L) 150 8055 il (a1 IR 31 4
Artinya :“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.
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Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir ”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh
Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat
sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4)
Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih
diproritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan
dalam Kaedah Fighiyah yang berbunyi;

e ldlaw 1 s e Gl ) Allad
Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada
meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu
mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih
menjadi pendapat hakim, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fighus Sunnah
Juz Il halaman 291, sebagai berikut :
el e callad () Led s Laglial (3 el 6l 50 dne g UiV Loy Lo gz 5 311 ) pudal dan 301 e o)
Lagin 73ba¥l (e jae 5 ) pdall i 13 A3 ddlls aldl) Lgallay Miis 5 (59 5l
Artinya : “Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul dengan baik antara keduanya, maka boleh bagi isteri
untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat
itu hakim menceraikannya dengan talak satu bain shughra jika
terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara
keduanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana
dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No0.9 Tahun
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1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996, tanggal 18 juni 1996 menyatakan bahwa : ”
dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau
tidak «,

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta hukum bahwa
selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba’da dukhul), maka sesuai dengan ketentuan
pasal 153 ayat 1 KHI, bagi Penggugat setelah perceraian a quo berkekuatan
hukum tetap berlaku waktu tunggu (masa iddah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko
pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3
Ramadhan 1445 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal,
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putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rambo Sihaloho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 1.000.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Sumpah 'Rp ,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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